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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT I1 JEPARA
NOMOR 17 TAHUN 1999 SERI B NO. 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEFARA
NOMOR 11 TAHUN 1999

TENTANG
RETRIBUSI PASAR GROSIE DAN ATAU PERTOKOAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGEAT 1II JEPARA

: hahwa dengan berlakunye Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajsk Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 1957 tentang Retribusi Daerah, maka dipandang perlu
mengatur Retribusi Pasar Grosir dan Atasu Pertokoan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jepara.

: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-undang MNomor B Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1581 Nomor 76, Tamba-
han Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah {(Lembaran Megarse Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685):

4, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang FPemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Tahun 19992 Nomor 60,
Tambahan Lembaran WNegara Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang
Penguruszan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah (Lembaran Megara Tahun 1985 Nomor 5%, Tambahan-
Lembaran-Negara -Nomor 36823 el
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&. Peraturan Pemerintah Homor 20 Tahun 1997 tentang
Retribuzi Daerah (Lembaran MHegars Tahun 1997 Nomar
55, Tambkahan Lembaran Negara Momor 3692 ):

7. Paraturan Menteri Dalam Hegari Momor 4 Tahum 1997
tentang Penyvidik Pegawal HNegeri Sipil di Lingkungan
Pemarintah Daerah ;

8. Keputuzan Menteri Dalam negeri Momor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Paraturan Daerah dapn Peraturan daerah
Parubahan :

9. Keputusan Henteri Dalam Megeri Homor 171 tahun 1997
tantang Frosedur Pengesahan Peratwuran Daesrsh tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Dasrah g

10, Keputuszan Henteri Oalam Hegeri Nomor 174 Tahun 1997
teantang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi taerah;

11. Keputusan Henteri Dalam MHegeri Momor 175 Tahun 1997
tentang Tata <cara Pemeriksaan Diblidang Ratribusi
Daarah;:

12. Keputusan Menteri Dalam Megeri MHomor 119 Tahun 1998

tentang Ruang Lingkup dan Jenliz—jenisz Retribusl Daerah
Tingkat I dan Desrah Tingkat II

1%. Feraturan Daerah Kabupaten Daerah Tinakat II Jepara
MHomor & Tahwun 1990 tentang Penyidik Fegawal Negeri
Sipil Pl Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Jepara.
ingaﬁ Persaetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Habﬂpatan Daarah
.ngkat I Jepara.
MEMUTUSKAN

rnetapkan @ PERATURAN DAERAH KABUPATEM DAERAH TINGKAT TII  JEPARA
TEHMTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKDAM.

BAE I
KETENTUAN - UMLIM
Pazal 1

1lam Peraturan Daerah ini, vang dimak=zud dengan =
. Damrah adalah Kabupaten Daerah Tingkat I Jeparas

b. Pemerintah ....



. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Jepara:

- Bupati HKepala Daerah adalah PBupati Kepala Daerah Tingkat IT Je-
pParas '

Fejabat adalah - pegawai yarg diberi tuges tertentu dibidang Rea-
tribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang
berlakus

- Badan adalah suatu bentuk badan usaha vang meliputi perszeroan
terbatas, persercan komanditer, perseroan lainnva, badan usaha
milik rieqgara " atad daerah dengan nama dan bentuk apapun, parseku-
tuan, perkumpulan, firma, kongel, koperasi, wvavasan atau organisa-
si wang =sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta
bantuk badan usaha lainnwag

- Retribusi  Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa vang disediakan
oleh Pemerintabh Daerah dengan menganut prineip komersial karena
pada dazarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta:

. Pasaf Grosir dan atau Pertokoan adalah grosir berbagai jenis
barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan

fasilitas pasar/partokoan, yang disediakan /diselenggarakan oleh
Femerintab Daerah:

» Retribusai Pasar Grosir vang selanjuthnya disebut Retribusi Daerah
-adalah ' pembayaran atas pemanfaatan fasilitas pasar grosir yvang
barupa halaman, pelataran danlos, peartokoan yvang dikelela Peame -
rintah -Daarah;

- Suyrat Ketetapan Retribusi Dasrah, vang sslanjutnyva disinagkat SKRD
Aadalah Surat Keputuzan yang menentukan besarnya Jjumlah Retribusi
Daerah vang terutang:

. Surat Tagihan Retribusi ODaerah, vang selanjutnva disingkat STRD

adalah SBurat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi
administrazi berupa bunga dan atau denda.

BABR TI

HAMA, OBYEK, SUBYEX DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2
ungﬁn hama ARetribusl Faszar Grosir dam atau Partokoan dipungut
etribusi Daerah atasz penggunaan/pemanfastan jasa pelayanan Pasar
rozir dan atau Partokoan.

Pazal ¥ ....



Pasal 3

byek Retribusi Daesrah adalah pemanfeatan faailitas Pazar Groair dan
tau Pertokoar. '
Pazal 4

ubyek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang mengguna-

an fasilita=s rFasar Qrosir dan Atau Pertokoan.

Pazxl 5

h}ib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan

smbayar Retribusi Dasrah atas penggunaasn fasilitas Pasar Grosir dan
tau Partakoan. ' .

-BAB TII
GOLONGAN RETRIBUSI
Pagal &
stribusi Pazsar Erﬁslr‘-'dln'ltnu Partokoan termasuk golongan Retribusi

iza Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNASN JASA

Pasal 7

ingkat penggunaan jasa diuvkur berdasarkan luas dan Jangka waktu
smanfaatan Pasar Grosir dan atau Partokoan. '

CBAB- OV ..




BABE VIII
EAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pazsal 11
Saat Retribusi terutang adalah pade saat diterbitkan SKRD atan dukumen
lain yvang diparsamakan.
BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

P&Eﬂi 12
{1) Pemingutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain ¥ang
dipersamakan.
BAR X
TATA CAREA PEMBAYARAN

Pasal 13

{1) Pembayaran Retribusi yang teruteng harus dilunasi sekaligus.

(2) Pembayaran Retribusi Daesrah dilakukan di Kas FPemerintah Daerah
atau ditempat lain wvang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan
dengan menggunakan S5KRD atau dokumen lain vyang dipersamakan.

(3) Dalam hal pembavaran dilakukan ditempat 1ain yang ditunjuk, maka
hagil penerimsan Retribusi Deerah harus disetor ke Kas Pemerintah
Daarah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang diten-
tukan oleh Bupati Kepala Daerah.

(4) Tata cara pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan
BEeputusan Kepala Daerah.

BaB XI ....



BAR XI
SANKST ADMINISTRASI
Pasal 14
balam hal wajike Retribusi Daerah tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi bearupa bunga
sepesar 2% (dus persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi Dserah

yang terutang, yvang tidak atauy kurang bavar dan ditagih dengan menggu-
hakan STRD.

BAE RIT
TATA CARA PENAGIHAMN
Pazal 15

(1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain vang sejenis
sabagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi daerah
dikeluarkan zegera sz=etelah 7 (tujuhk) hari seajak jatuh tempo pem-
bayaran.

{2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat
Teguran/Paringatan/Surat lain vang sejenizs, Wajib Retribusi Dasrah
harus melunasi Retribusi Deerah wvang terutang.

fij.surat taguran sebagaimana dimaksud avat (1) Pazal ini, dikeluarkan
oleh Pajabat wyang ditunjuk.

Pazal 1&
Bantuk Formulir wvang dipargunakan untuk palaksanaan panagihan

Retribuzi 0Oaerah sebagaimana dimaksud Pasal 14 avat (1) Peraturan
Daarabh inl ditetapkan aleh Bupati Kepala Daerah., —————

BABE XIIX
PENGURARNGAN, KERIMNGANAKN DAN PEMBEBASAM
RETRIBUSI DAERAH
Pasal 17

fl} Bupati Keﬁﬂla Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pambabasan Retribusl Daerah.

{2) Tata cara pambarian pengurangan, karinganan dan pembebasan
Retribusi Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupatil Kepala Daarah.

BAE  XIV ....



BAB KIV
PENGAWASAN

Fazal 18

Bupati Kepala Dasrah manunjuk Pmjabat tartentu untuk melakukan
pengawasan terhdsp pealaksanaan Peraturan Daerah ini.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2}

BAB KV
KabDalUWARSA

Pasgl 1%

Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setalah melampaul Jangks waktu 3
{tiga) tahun terhitung sejak saat terutanghya retribusl, Kecuall
apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribu-
si.

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud avat (1)
tertangguh apabila :

‘m. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

b. Ada pengakuan utang Retribusi dari waiib retribusi baik lang-
sung maupun tldak langsung.

BaE XVI
KETENTUAN PIDAMNA
Fazal 20

Wajib Retribusi Daesrah yang tidak melaksanakan kewajiban =ehingga
merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kKurungan paling lama &
(eanam) bulan stau denda paling barnvak 4 {empat) kali jumlah Re-
tribusi Deerah terutata;

Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah
palanggaran.

BAB MVII
PENYIDIKAN
Pazal 21

Pejatat Pegawai MNegeri Sipil tertentu d4i lingkurngan Pemerintah
Daasrah diberi wewenang Khusus senagal Penyidik untuk melakukan
pentyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daarah. :

Wewenang Ponyidik sebagaimana dimaksud avat (fb) Pasal ini

godalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan maneliti KkKeterangan atau
laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi ODaerah
agar Keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
jalas;

. maneliti -..-



b. meneliti, mencari dan mengumpulkan Keterangan menganai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran pembuatan vang dilakukan
sehubunqan dengan tindak pidana Retribusi Dasrah terszebut;

. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daer-
ah;

d. memeriksa buku-buku, catatan—-catatan dap dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

e. melakukan panggeledahan untuk mendapat bahan bukti  pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakuokan penyitaan terha-
dap buktli tersebut;

f. meminta bantwan tenaga 8hli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah:;

g. menyurubh berhentl melarang seorang meninaggalkan ruang ataud
tampat pada saat pemerikssan seadang berlangsung identitas orang
dan atau dokumen yang dibawa sebagaimanpa dimaksud huruf e:

h. memotret sesacrang vang berkalitan dengan tindak pidana Retribu-—
si Daerahs:

i. memanggil orang untuk didengar KkKeterangannya dan diperiksa
sebagal tersangka atau saksi:

Jj- menghentikan penvidikan:

k. melakukan tindakan lain wvang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum wang
dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud avat (1) Pasal ini memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menvampaikan hasil penvidikannya kepada

Penuntut Lmum, sesusi dengan ketentuan wang diatur dalam Undang—
undang Momor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAE XVIII
KETEMTLWMAN PEMUTUR
FPazal 22

Hal-hal yang kelum diatur dalam Paraturan Dasrah ini, sepanjang mange-
nai pelaksanasnnva akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 23
LR !
Dangan berlakunya Pergaturan Desersh ini, maka Peraturan Daerah Kabupa-—
ten Daerah Tingkat II Jeapara Hamor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan

Pasar-pasar yang dikuassai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat IT
Jepara dinvatakan tidak berlaku lagl.

Pasgl 22 ....
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" Pasal 24

FPeraturan Daerah ini mulai herlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundan-

gan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Deersh
Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara.

Ditetapkan di JEPARA
Pade tanggal 1B Mei 1999

by

iR DAERAH TINGEAT IT JEPARA /.2,
% Ketua 5

A DAERAH TINGEAT II
EPARA

rs. SOENARTO

Disghlan dengan Keputupen Menteri Mnlaz Hegeri Thegml 6 September 1999 Homar
PThad3 = 974

Dinndangksn dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Dgetah Tingka! 11 Jepara
pada tapweal 70 HET iy L e

Beri 2




PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA

HOMOR 11 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKDAN

PEMIELASAN UMUM.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribu=si ODserah wang secara teknlis dija-

barkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun

1597 tentang Re-

tribusi Daerah, maka pendapatan Dasrah kKhususnya yang bearsumbar
dari Retribusi Daerah diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan
yvang handal dalam Penyelenggaraan Pemerintah, palaksanaan Pambangu-

nan dan Pelayanan kKepada Masyarakat.

Daengan demikian dirharapkan lebih maningkatkan

dan memantapkan

pelaksanaan otonomi Dasrah yang nyata, dinamis, serasi dan bertang-
gungjawabk sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Homor 5 Tahun

1974 tentang Pokok-pokok pemarintahan <41 Daerah,
pengaturan Retribusi Daerah perlu disempurnakan
kepada sistem vang sederhana, adil, efektif dan

oleh karena itu
dengan mengarah
efizian sehingga

dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pemban-

Qunan.

Retribusi Pasar sebagsimana diatur dalam
Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Momor 1 Tahun

pPeraturan Daerah
1990, sudah tidak

sesyai lagi, untuk itu perlu mengatur petribusi Pasar Grosir dengan
berpedoman pada Undang-undang HWomor 18 Tahun 1997 dan Paraturan

Pemarintah Momar 20 Tahun 1997.

II. PEMJELASAN PasSal DEMI PASAL.

Pasal 1 =.d. Pasal 10 : Cukup jaelas.

Pasal 12 ayat (1) = Yang dimaksud tidak dapat d
bahwa seluruh proses kegiatan p

iborongkan adalah
wngutan Retiribusi

pasrah tidak dapat dizerahkan kepada plhak keti-

ga, namun dimungkinkan adanya

kerjasama dengan

pihak Ketiga dalam prozes pamnungutan Ratribusi
antara lain pencetakan formulir, pengiriman
surat-surat kKepada Wajlb Retribusi, atau menghim-
pun data obyek petribusi dan Subyek Retribusi.

Keglatan vang tidak dapat diker]

akan dengan pihak

Katiga adalah kegiatan penghitungan besarnya
Retribusi terutang, pengawasan. pefveatoran re—

tribusi dan penagihan Retribusi.
pPasal 12 ayat (2) =.d
Paszal 24 : Cukup jelas.



